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PUTUSAN
Nomor 4539 K/Pid.Sus/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju,

telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : HAMZAH AS’AD bin MUHAMMAD
AS’AD USMAN BULUGAYYA,;

Tempat Lahir . Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/15 April 1966;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal . Jalan Pelita Raya 2, Lorong 3, Nomor 11,
Kelurahan Buakana, Kecamatan

Rapocini, Kota Makassar, dan Jalan
Lasagala, Kelurahan  Padangpanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama . Islam;
Pekerjaan . Wiraswasta,;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama . Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal
27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
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Kedua . Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mamuju pada tanggal 23 September 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH AS’AD bin (Alm) MUHAMMAD
AS’AD USMAN BULUGAYYA terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/
atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (3)
juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam
dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH AS’AD bin
(Alm) MUHAMMAD AS’AD USMAN BULUGAYYA oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda
sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 6 warna silver milik
Saudara HAMZAH AS’AD (Terdakwa),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar hasil print out postingan yang diunggah
akun facebook HAMZAH AS’AD, tetap terlampir dalam berkas
perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
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Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 169/
Pid.Sus/
2021/PN. Mam, tanggal 27 Oktober 2021 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH AS’AD bin (Alm) MUHAMMAD
AS’AD USMAN BULUGAYYA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan dengan
menggunakan informasi dan transaksi elektronik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMZAH AS’AD bin
(Alm) MUHAMMAD AS’AD USMAN BULUGAYYA oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh
Terdakwa kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim
menentukan lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu)
tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 6 warna silver milik
Saudara HAMZAH AS’AD (Terdakwa);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar hasil print out postingan yang diunggah
akun facebook HAMZAH AS’AD, tetap terlampir dalam berkas
perkara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
788/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 9 Desember 2021 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 169/
Pid.Sus/2021/PN. Mam, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimintakan
banding tersebut;
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3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Akta.Pid.Sus/
2021/PN Mam, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021,
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mamuju pada tanggal 20 Desember 2021 dan Penuntut Umum
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember
2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Januari 2022. Dengan
demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat
dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat
sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,
putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan
putusan judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak
salah menerapkan hukum karena telah cukup
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mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis
beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan
kesalahan Terdakwa,;

- Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta
hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar
sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu
bermula ada judul berita yang dimuat oleh Surat Kabar Sulbar
(media surat kabar online) dengan topik “Amran HB: Pesan
Adat dan Agama Berdosaki Tidak Pilih Hasbi-lIrwan”. Atas judul
berita tersebut, kemudian di-capture oleh Terdakwa dan
mempostingnya di halaman dinding facebook milik Terdakwa
dengan membuat keterangan (caption) dengan kalimat
“Pembohong Dalam Agama dan Pesan Adat’. Tangkap,
penyebar hoax tentang dosa. Menakut-nakuti masyarakat
dengan kebohongan. Menjadikan agama dan pesan adat
sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan menyampaikan
kebohongan kepada masyarakat (public). Beresiko
menggoyang iman, dan Kkeyakinan seseorang menjadi
kesesatan. Amran HB, golongan manusia munafik bila
berbicara ia berdusta. Bahlul”. Kalimat Terdakwa yang
menyebut saksi korban H. Amran, HB, S.Ag, M.Pd sebagai
pembohong, munafik dan bahlul (bodoh) telah menghina dan
mencemarkan nama baik saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal
27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan
karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal
tersebut menjadi kewenangan judex facti yang tidak tunduk
pada pemeriksaan tingkat kasasi. Judex facti telah memberikan
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pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan
dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f
KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut
dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Sri Murwahyuni,
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr.
Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
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umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-
Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si.,, M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para

Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. :196110101986122001
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